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PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka RKP-Desaperlu dibuat Peraturan
Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur
kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;

b. bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana
dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;

c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan
tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
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12,

13.

14.

20014 tentang Desa (Lembuan Negpvrn epualshibe Todlon
'mhun 20149 Nomor 12, Tambahan Lemibuian MNega
Republik Indonesia Nomaor S5.10),

Pevaturan Pemerintalh Nomor 60 Tahian 2014 terilienip
Dana Dema yvang Bersmumber dar Avtgpinran Pendagpiting
dan  Belanja Negara  (Lembaran Negoarn Hepuibi
Indonesia Tahun 2014 Nomaor 16K, Tambahan Lemibaorinn
Negara Republik Indonesin Nomaos H5HHH), sebagaunana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana [Desa
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

Peraturan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 162);

Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2015 Nomor |
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Menetapkan :

16.

LY,

18.

19.

20.

Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pembagian Dan Penctapan Besaran Dana e

setiap Desa di Kabupaten Malang, ( Benta Daerab
Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 9 ),
Keputusan Bupati Malang Nomor

188.45/306/KEP/421013 Tahun 2015 tentang Besaran
Alokasi Dana Desa setiap Desa di
Tahun 2015;

Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa, ( Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri A |;
Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. |
Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4
Seri D).

Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang
Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2019;

Keputusan Bupati Malang Nomor
18.45/173/KEP/35.07.013/2019 Tentang Besaran

Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang
Tahun Anggaran 2019;

Kabupaten Malang

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Dan
KEPALA DESA SLAMPAREJQO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKP-Des)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Slamparejo
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Slamparejo.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa dan BPD.
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keputusan  khepalin Yesa vdnndanhy sweiiie e pato

bersifat mengatuy diviy mierupinkan  predadosiian i
peraturan  desa  dan kebipnksanaan  kepata '
menyangkut pemenintahan pretnbyvniponiiing
kemasvarakatan

Rencana Pembangunan Jangkan Menengah vy aclongpota
diﬂ"\gkﬂl RKP-Desaadalah dokumen retenc i titalag)
periode S5 (lima) tahunan yang memuat  arabe deebipokon
pembangunan desa, arah kebiyakan  kewanpan o dena
kebijakan umum, program, dan Prograrnm PO

kewilayahan, disertai dengan rencana kerja
Rencana Kerja Pembangunan Desa  yang
disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan ol
periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dar i
Desayang memuat rancangan kerangka ekonomm e
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan
dimutakhirkan, program prioritas pembangunan e
rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, bk
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun
vang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya
disingkat LPMD adalah lembaga vang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki
pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat
berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan partisipatif.
Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter
desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan

sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan
yang dihadapi desa.

selangtnya

VItni g

BAB I1

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-Des

Pasal 2

rencana RKP-Desadapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
dalam menyusun rancangan RPJM-Des, pemerintahan desa
harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi
yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
rancangan RKP-Desayang berasal dari pemerintahan desa
disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan

C)




vairty LMD, PKEK [)e:

Agama, dan sehagminyg,

d setelanh mienerimn rane anpgnan HiLIM

| rer oy

I rmerrritabh; i

melnksnnnkan Musienbhnng cles

bt it rrieeyiche it

penjelasan kepalin desn tentang perenc ananr pemiltsarn o
desa;

¢. jika rancangan RKP Desaberasal darn pemenintabiar

maka pemerintahan  deaa mengundang  LEMI), e
lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agarmea

f. masayarakat, dan lain-lain untuk
Desa membahas RPJM Des:

£. setelah dilakukan Musrenbang-Desa
dalam ayat (4) dan (3), maka permerintahan de:
menyelenggarakan rapat panpurna vang dihadiri
dan pemerintah desa serta LPMD
kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BP
atas rancangan RKP-Desamenjadi RKP-Desayang d
dalam Peraturan Desa;

h. setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6], maka ke
menetapkan RKP-Desa.

melakukan Mijsres

i

% - ¢ P 3. « |
sebagaimana dimaksud
22
oleh BPL

dan lembaga

ituangkan

pala desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-Desa
Pasal 3
a. pemerintahan desa wajib  mengembangkan nilai-nilai
demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan

yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum
Musrenbang-Desa;

b. mekanisme pengambilan keputusan dalam forum

Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa
berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-
Desaini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desaini mulai berlaku pada saat

&)




diundangkan.  Agar  setiagp

orang tapat meTnigetahiar
memerintahkan

pengundanyan  peraturan (iesa 0 dengan
menempatkannya dalam ferita [aersh Kabupaten Malang

Ditetapkan di besa Slamparejo
pada tanggal 10 Februar 2020

"KEPALA DRSA SLAMPARFE.JO

Diundangkan di Slamparejo
Pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO

PONIDI

LEMBARAN DESA SLAMPAREJO TAHUN 2020 NOMOR 9
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PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SLAMPAREJO

KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA {(RKP-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang :

a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan
pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)
yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Desa);

b. Bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-
Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Mengingat :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman
Pembentukan dan Meckanisme Penyusunan Peraturan Desa;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader
Pemberdayaan Masyarakat;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman
Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

(7




e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang

Perencanaan Pembangunan Desa;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendatann

Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
dalam menyususn RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati
melalui Kecamatan.

RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan
melalui forum Musrenbang-Desa.

Berita Acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa
dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator
penyusunan RKP-Desa.

RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan
di desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Slamparejo
Padz tanggal : 20 Januari 2020
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